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ABSTRAK 

 Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar utama dalam 

menjaga profesionalitas birokrasi dan integritas demokrasi di Indonesia. Pasal 9 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN harus bebas 

dari pengaruh dan intervensi politik, namun penerapannya belum optimal. Menjelang 

Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Riau masih menemukan berbagai pelanggaran, baik 

berupa keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis, pemberian dukungan kepada 

calon kepala daerah, maupun penyalahgunaan jabatan dan media sosial untuk 

kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi 

dan pelaksanaannya, yang tidak hanya mengancam profesionalitas ASN, tetapi juga 

menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan kualitas demokrasi daerah. 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

sosiologis dan perundang-undangan (statute approach). Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum 

normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Provinsi 

Riau, studi dokumentasi, serta analisis peraturan perundang-undangan, kemudian 

dianalisis secara induktif untuk menggambarkan keterkaitan antara norma hukum 

dan realitas pelaksanaannya di lapangan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi netralitas ASN di 

Provinsi Riau masih belum berjalan secara optimal.  Pada kenyataannya masih 

ditemukan berbagai pelanggaran baik secara langsung maupun secara terselubung. 

Pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, 

tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah, 

aktivitas dukungan politik melalui media sosial, penyalahgunaan wewenang, serta 

mobilisasi sumber daya birokrasi. Pelanggaran ini terjadi karena adanya pengaruh 

dari faktor struktural, terutama kuatnya patronase politik dan konflik kepentingan 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Untuk mengatasi hal tersebut, Bawaslu 

Provinsi Riau menerapkan tiga pilar strategi pengawasan yaitu, strategi preventif 

melalui sosialisasi dan pendidikan politik bagi ASN, strategi represif melalui 

koordinasi lintas lembaga dalam penerapan SKB 5 Lembaga, dan strategi advokatif 

jangka panjang melalui dorongan terhadap penerapan sistem meritokrasi sebagai 

solusi atas politisasi birokrasi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan 

sinergitas kelembagaan dan reformasi regulasi sangat diperlukan untuk mewujudkan 

birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara hukum yang berlandaskan 

pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemahaman mendasar, demokrasi dimaknai 

sebagai mekanisme pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. 

Konsep ini memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memiliki hak suara 

serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Demokrasi 

mencerminkan semangat dan pelembagaan prinsip-prinsip kebebasan dan 

persamaan, yang dalam semua bentuk turunannya diarahkan untuk memperoleh 

kesepakatan politik melalui mekanisme suara mayoritas dalam batasan hukum yang 

berlaku.1 Indikator utama sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi dapat 

diidentifikasi melalui pelaksanaan pemilihan umum serta eksistensi partai politik 

yang dinamis. Partai politik memegang peranan vital sebagai instrumen bagi 

masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, akomodasi 

terhadap suara dan kehendak rakyat menjadi prasyarat mutlak guna mewujudkan 

harmonisasi dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.2  

Implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia tercermin dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada). Guna menjamin proses tersebut berjalan sesuai koridor hukum, terdapat 

tiga pilar penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan 

 
1 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2012), h.20. 
2 Mochamad Riyanto, Agus Widodo, dan Rini Retnowinarni, “NetralitasِAparaturِSipilِ

Negaraِ(ASN)ِdalamِPilkadaِuntukِMewujudkanِGoodِGovernance,”ِdalam Syntax Idea, Volume 

6., No. 1., (2023), https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690. 
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Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP). Keberadaan institusi-institusi ini berperan krusial dalam memitigasi dan 

menangani pelanggaran hukum selama tahapan pemilihan berlangsung, termasuk 

potensi pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).3 

ASN didefinisikan sebagai profesi bagi pegawai pemerintah yang meliputi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). Mereka diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk 

mengemban tugas jabatan dan digaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Pada dasarnya, dedikasi ASN ditujukan untuk merealisasikan cita-cita luhur dan 

tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945. 

ASN memiliki posisi vital sebagai penjaga integritas pemilu demi 

terwujudnya demokratisasi yang berkualitas. Dalam konteks ini, penegakan asas 

netralitas menjadi imperatif (kewajiban) yang harus dipatuhi oleh setiap ASN 

dalam menjalankan roda pemerintahan.4 Netralitas ASN disini diartikan sebagai 

tindakan tidak terpengaruhnya Pegawai ASN terhadap intervensi politik seperti, 

ASN tidak boleh mengikuti atau menjadi salah satu bagian dari partai politik 

(parpol), atau tidak boleh ikut bersama dalam tim sukses atau mengkampanyekan 

salah satu partai politik maupun salah satu kontestan pada pemilu atau Pilkada. 

Larangan untuk tidak mem-posting di media sosial yang intinya membantu salah 

satu partai politik tertentu, juga tentang larangan berfoto dengan beberapa gaya atau 

 
3 M.A. Sandy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat" dalam Unes Law Review, Volume 7., No. 1., 

(2024), h. 255–69, http://scholar.unand.ac.id/463894/%0 
4 Amir dan Hertanto, “NetralitasِAparaturِ SipilِNegaraِDalamِPemiluِ SerentakِTahunِ

2024,” dalam Journal Publicuho, Volume 6., No. 2., (2023), h.466–76, 

https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.123. 
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simbol partai tertentu yang mengindikasikan nomor pasangan calon.5 Netralitas 

bagi ASN juga berarti bersikap tidak memihak kepada pihak manapun, baik dalam 

hal politik, agama, suku, ras, maupun golongan. 

Netralitas Aparatur Sipil Negara sangat menunjang bagi terlaksananya good 

governance.  Menurut pandangan Sadjijono, good governance dimaknai sebagai 

aktivitas lembaga pemerintah yang diselenggarakan dengan berpedoman pada 

kepentingan rakyat serta norma yang berlaku demi terwujudnya cita-cita negara. 

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, konsep ini merujuk pada tindakan 

penyelenggara negara yang berlandaskan aspirasi publik dan norma masyarakat. 

Hal tersebut mencakup pengaturan kekuasaan di berbagai tingkatan pemerintahan 

yang bersinggungan langsung dengan aspek sosial budaya, politik, maupun 

ekonomi negara.6 

Sebagai aparatur negara, ASN mengemban fungsi vital dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang menuntut profesionalitas, kejujuran, dan 

asas keadilan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bersikap tidak memihak kepada 

kandidat, partai politik, atau peserta pemilu lainnya, objektif dan professional dalam 

menjalankan tugas, bebas dari intervensi politik maupun pihak tertentu, terhindar 

dari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan tidak memanfaatkan 

jabatan untuk memberi keuntungan politik kepada pihak terntentu.7 Lebih jauh, 

netralitas ASN bukan sekadar kewajiban etis, melainkan wujud konkret dari 

 
5 AdeِUswatunِHasanah,ِ“AnalisisِUpayaِPenguatanِImplementasiِKebijakanِNetralitasِ

ASNِDalamِPemiluِ2024”, dalam Lentera Jurnal Manajemen, Volume 2., No. 2., (2024). 
6 Manotar Tampubolon, et.al., Birokrasi dan Good Governance, (Padang, Sumatera Barat: 

PT Global Eksekutif Teknologi, 2023),  h.25-26. 
7 Rahmat Robuwan et al., "Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara", dalam Jurnal Fakta Hukum  vol. 4, no. 1 (2025), hal. 24-25. 
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implementasi prinsip demokrasi dan negara hukum yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar.8  

Prinsip ini harus dijaga dengan penuh integritas dan profesionalisme, demi 

mewujudkan aparatur negara yang berwibawa dan terpercaya. Netralitas ASN 

dalam Pemilu tidak hanya sebatas slogan, melainkan komitmen moral dan 

konstitusional yang wajib diwujudkan. Pentingnya netralitas ini didasarkan pada 

beberapa faktor krusial, terutama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan 

publik. Masyarakat menaruh harapan pada ASN untuk menjalankan tugasnya 

secara objektif dan adil, sehingga netralitas menjadi jaminan bahwa ASN tidak 

memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, yang pada gilirannya akan 

memperkuat legitimasi proses demokrasi itu sendiri. Netralitas memastikan bahwa 

ASN tidak memihak kepada kandidat atau partai politik tertentu, sehingga menjaga 

kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.9 

Untuk menentukan apakah seorang ASN telah bersikap netral atau tidak, 

terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian sebagaimana ditegaskan 

dalam berbagai regulasi serta praktik pengawasan pemilu. ASN yang menjaga 

netralitas tidak akan terlibat dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung seperti 

hadir sebagai peserta kampanye maupun secara tidak langsung melalui dukungan 

terselubung. Selain itu, ASN juga dilarang menghadiri kegiatan politik kecuali 

 
8 Arif Rahmansyah dan Irwandi, “Analisisِ Terhadapِ Netralitasِ Aparaturِ Sipilِ Negaraِ

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” dalam  Limbago: 

Journal of Constitutional Law, Volume 1., No. 3., (2021), h.449–66, 

https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197. 
9 Adelia Trisna Juniar dan NizzaِKartikaِSari,ِ “NetralitasِAparaturِSipilِNegaraِdalamِ

PenyelenggaraanِPemilu” dalam Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi, Volume 1., No. 1., 

(2024), h.23. 
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dalam kapasitas tugas resmi yang secara jelas diatur oleh peraturan perundang-

undangan.10 Di era digital saat ini, perilaku ASN di media sosial turut menjadi 

perhatian penting, sehingga mengunggah, membagikan, menyukai, atau 

memberikan komentar yang mengarah pada dukungan terhadap kandidat atau partai 

politik dianggap sebagai bentuk keberpihakan.11 Netralitas ASN juga diwujudkan 

melalui larangan keras menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, 

jabatan, atau kewenangan administratif, untuk kepentingan politik kandidat 

tertentu.12 Bentuk pelanggaran lainnya termasuk memberikan dukungan 

terselubung, misalnya dengan menghadiri deklarasi politik, berfoto bersama calon 

dengan gestur yang menunjukkan dukungan, atau mengikuti konsolidasi yang 

diarahkan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu. Selain itu, ASN wajib 

menghindari tindakan memengaruhi bawahan, baik melalui tekanan struktural, 

instruksi lisan, maupun arahan informal, agar mendukung kandidat tertentu. 

Seluruh indikator tersebut digunakan oleh Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN), dan instansi kepegawaian sebagai parameter utama dalam menilai apakah 

ASN menjalankan prinsip netralitas secara utuh sesuai ketentuan hukum. 

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mengawasi serta menjaga netralitas 

aparatur sipil negara selama proses pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini, Bawaslu 

 
10 Willi Sumarlin, et al, “DinamikaِNetralitasِASNِDalamِPartispasiِdanِDukunganِPolitikِ

Menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, dalam Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu di 

Indonesia, Vol.5 No.2 (2024)., h.227. 
11 Rizki Montheza, et al, “NetralitasِAparaturِSipilِNegaraِ(ASN)ِPadaِKontestasiِPemiluِ

2024, dalam Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Vol.5 No.2 (2024)., 

h.248 
12 Hadian Pramudhita, et al, “Netralitasِ ASNِ Dalamِ Pemiluِ Danِ Pilkadaِ Kabupatenِ

Boyolali Tahun 2024, dalam Journal of Administration, Governance, and Political Issues, Vol.2 

No.1 (2025)., h.56-57 
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tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai koordinator 

pengumpulan informasi dan bukti terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. 

Proses ini mencakup kegiatan pemantauan langsung, penerimaan laporan 

masyarakat, hingga penelusuran media sosial dan kegiatan ASN di ruang publik. 

Data dan temuan yang dihimpun oleh Bawaslu selanjutnya menjadi dasar pelaporan 

kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN), 

untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai upaya menjamin netralitas birokrasi, pemerintah telah 

memperbarui payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut regulasi sebelumnya, yakni Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014. Secara spesifik, Pasal 9 ayat (2) undang-undang 

tersebut menegaskan bahwa 'Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan 

intervensi semua golongan dan partai politik'. Regulasi ini dimaksudkan untuk 

memelihara integritas dan profesionalisme ASN dalam pelayanan publik, termasuk 

menjaga kenetralan dalam momentum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada). 

Regulasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk menjamin pelaksanaan 

tugas ASN yang objektif, bebas dari distorsi politik, serta berorientasi penuh pada 

kepentingan publik. Netralitas menjadi fondasi krusial dalam merawat keadilan dan 

menjamin keberhasilan transformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, 

kemajuan tidak hanya terjadi pada tatanan sistem pemerintahan, melainkan juga 
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tercermin pada kualitas sumber daya aparatur yang berkembang secara profesional 

dan memiliki kepatuhan tinggi terhadap norma hukum.13 

Meskipun kerangka regulasi mengenai netralitas ASN telah jelas, 

implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di 

satu sisi, ASN sebagai warga negara memiliki hak politik. Di sisi lain, sebagai abdi 

negara mereka terikat pada kewajiban untuk bersikap netral. Dilema ini seringkali 

diperumit oleh faktor-faktor seperti tekanan dari atasan, hubungan kekerabatan 

dengan kontestan politik, serta dinamika politik lokal yang kental. Selain itu, 

batasan antara ekspresi pribadi di ruang digital dengan tindakan keberpihakan 

politik seringkali menjadi ambigu, yang membuka celah bagi terjadinya 

pelanggaran. 

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini tercermin dalam berbagai 

kasus di tingkat daerah, salah satunya seperti yang terjadi di provinsi Riau, terdapat 

pelanggaran netralitas ASN menjelang pilkada 2024 serentak. Berdasarkan data 

yang di dapat langsung dari hasil riset di Bawaslu Provinsi Riau terdapat 27 laporan 

pelanggaran netralitas ASN selama masa Pilkada 2024 yang selanjutnya diteruskan 

kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bentuk dugaan pelanggaran tersebut 

meliputi tindakan atau kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

bakal pasangan calon tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis 

mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

khususnya Pasal 9 ayat (2), dalam konteks Pilkada di Provinsi Riau. 

 
13 Insan Harapan Harahap, Analisis Netralitas ASN pada Pemilu dalam Mewujudkan 

Transformasi Birokrasi, No. 2., (2024). 
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Penelitian ini memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam upaya membedah 

dinamika pelaksanaan asas netralitas ASN di Provinsi Riau. Kontribusi yang 

diharapkan dari studi ini meliputi pengembangan strategi hukum dan kebijakan 

yang lebih solutif dalam menjaga kenetralan aparatur sipil. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pendorong perbaikan kualitas 

demokrasi dan pemerintahan di daerah tersebut, tetapi juga berpotensi menjadi 

acuan standar bagi penegakan netralitas ASN di seluruh Indonesia. 

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, realitas pelanggaran netralitas ASN 

yang terjadi di Provinsi Riau jelas bertentangan dengan semangat regulasi 

kepegawaian yang berlaku. Kondisi ini menuntut adanya penelaahan mendalam 

terkait efektivitas hukum terhadap perilaku ASN selama tahapan Pilkada 

berlangsung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan analisis tersebut 

dalam skripsi berjudul: “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan sistematis, serta tidak menyimpang dari 

isu yang dibahas, penulis akan membatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Terhadap Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2024. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi netralitas aparatur sipil negara terhadap 

pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2023? 

2. Bagaimana upaya Bawaslu dalam meningkatkan netralitas Aparatur 

Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi netralitas aparatur sipil negara 

terhadap pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 

b. Untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam meningkatkan netralitas 

aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. 
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2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil studi ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan tambahan 

bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, terutama yang membahas 

perihal penegakan netralitas ASN di Bawaslu Provinsi Riau pada 

penyelenggaraan Pilkada 2024. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai syarat mutlak untuk menuntaskan studi dan mendapatkan 

gelarِSarjanaِHukumِpadaِFakultasِSyari’ahِdanِHukumِdiِUniversitasِ

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Kerangka Teori 

1. Aparatur Sipil Negara 

a. Definisi Aparatur Sipil Negara 

Secara terminologi hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN) 

didefinisikan sebagai wadah profesi yang menaungi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 

mengabdikan diri pada instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan 

Pegawai ASN adalah individu dari kedua kategori tersebut yang diangkat 

secara resmi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mereka diberi mandat 

untuk mengemban tugas jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, 

dengan hak pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.14  

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan 

pada asas-asas,15 sebagai berikut; Penyelenggaraan kebijakan dan 

manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilandaskan pada serangkaian 

asas fundamental yang saling berkaitan. Pelaksanaannya harus didasarkan 

pada kepastian hukum melalui peraturan yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan, serta dijalankan dengan profesionalitas oleh 

individu berkompeten dan proporsionalitas yang terukur.   

 
14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1. 
15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2. 
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Dalam bekerja, ASN dituntut untuk mengedepankan keterpaduan 

tim dan bertindak sesuai pendelegasian wewenang yang sah. Asas utama 

lainnya adalah netralitas, yang mengharuskan ASN tidak memihak pada 

kepentingan politik atau golongan manapun, serta didukung oleh prinsip 

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan bekerja secara efektif dan 

efisien. Selain itu, penyelenggaraan manajemen ASN harus transparan 

melalui asas keterbukaan, dan dalam memberikan pelayanan publik wajib 

bersikap nondiskriminatif, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. 

Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas ASN bertujuan untuk menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan bagi 

aparaturnya. 

b. Tugas Aparatur Sipil Negara 

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki tugas:16 

1) ASN berfungsi sebagai eksekutor kebijakan yang dirumuskan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai amanat undang-undang. 

Sebagai pejabat publik, ASN bekerja di bawah arahan atasan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Seluruh aktivitas ini wajib 

dilaksanakan berdasarkan deskripsi kerja yang sah dan tidak boleh 

menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan. 

2) ASN dimandatkan untuk memberikan pelayanan publik yang 

profesional dan bermutu. Tugas pelayanan ini dijalankan sesuai 

 
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 11. 
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bidang keahlian masing-masing dengan kualitas terbaik. Prinsip 

efisiensi harus diterapkan secara ketat untuk memastikan layanan 

yang cepat, tepat, dan bebas dari hambatan teknis yang 

menyebabkan penundaan pelayanan. 

3) Kewajiban ASN selanjutnya adalah mempererat persatuan dan 

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini 

diaktualisasikan dengan cara menjaga stabilitas dan ketertiban di 

tengah masyarakat. Sebagai representasi negara, ASN harus 

menjadi garda terdepan dalam mencegah segala bentuk provokasi 

yang berpotensi mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa. 

c. Peran Aparatur Sipil Negara 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pegawai ASN memegang 

posisi strategis sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas. Peran ini 

mencakup penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta agenda 

pembangunan nasional. Untuk itu, implementasi kebijakan dan pelayanan 

publik yang dilakukan ASN wajib menjunjung tinggi profesionalisme, steril 

dari segala bentuk intervensi politik, serta bersih dari praktik Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).17 

Dalam konteks ini, Pegawai ASN mengemban tanggung jawab 

krusial yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan 

terhadap tugas-tugas pemerintahan. Lebih lanjut, peran ASN juga 

 
17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 12. 
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termanifestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. 

Pelayanan ini wajib dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, 

serta senantiasa berpedoman pada kepatuhan hukum untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. 

d. Larangan Aparatur Sipil Negara 

Dalam rangka menjamin kelancaran tugas pemerintahan, diperlukan 

figur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berintegritas tinggi. PNS memegang 

peran sentral sebagai abdi negara yang wajib menjunjung tinggi persatuan 

serta kesetiaan pada konstitusi dan ideologi negara. Profil aparatur yang 

ideal ditandai dengan mentalitas yang positif, kompetensi yang mumpuni, 

serta komitmen untuk bersih dari segala bentuk penyelewengan seperti 

KKN. Kesadaran akan tanggung jawab profesional ini menjadi fondasi 

utama dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional. 

Adapun larangan bagi Pegawai ASN yang disebutkan di dalam Pasal 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, “PNS dilarang:18 

1) “Menyalahgunakan wewenang. 

2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang 

diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. 

3) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. 

4) Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau 

tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 

5) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 

swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian. 

 
18 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Lembaran Negara Tahun 2021 

Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 

5. 
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6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, 

atau surat berharga milik negara secara tidak sah.  

7) Melakukan pungutan di luar ketentuan.  

8) Melakukan kegiatan yang merugikan negara.  

9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.  

10) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.  

11) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau 

pekerjaan. 

12) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. 

13) Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 

14) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan 

Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau 

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a) Ikut kampanye. 

b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 

partai atau atribut PNS.  

c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.  

d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara.  

e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.  

f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat.  

g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”. 

 

e. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

Dalam perspektif hukum, hak dimaknai sebagai suatu kewenangan 

atau kepentingan yang mendapat perlindungan legal, baik yang bersifat 

privat maupun publik. Secara esensial, hak merupakan sesuatu yang patut 

diterima oleh subjek hukum. Pemberian hak kepada ASN memiliki urgensi 

strategis, yakni untuk menjamin kesejahteraan, memacu produktivitas, serta 
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memastikan akuntabilitas kinerja. Cakupan hak ini tidak hanya terbatas pada 

penerimaan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga meliputi 

aspek pengembangan kompetensi diri, harmonisasi hubungan kerja dengan 

pimpinan, hingga kepastian jaminan hari tua. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil 

Negara (ASN) memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara spesifik.19 

Undang-undang memberikan jaminan hak kepada ASN yang meliputi 

penghargaan finansial dan non-finansial. Komponen utamanya terdiri atas 

pendapatan rutin (gaji/upah), berbagai tunjangan, fasilitas individu atau 

jabatan, serta insentif motivasi lainnya. Di samping itu, negara juga hadir 

memberikan perlindungan komprehensif melalui lima jenis jaminan sosial: 

kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Hak-hak ini 

dilengkapi dengan jaminan bantuan hukum, iklim kerja yang positif, serta 

kesempatan untuk mengembangkan diri. Sementara itu, sebagai 

penyeimbang hak, Pasal 24 menegaskan serangkaian kewajiban mendasar 

bagi ASN20, yang meliputi kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah, serta menaati seluruh peraturan perundang-undangan. 

ASN juga wajib melaksanakan nilai dasar dan kode etik, menjaga netralitas 

dari segala intervensi politik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah 

Indonesia maupun di perwakilan negara di luar negeri. 

 
19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21.  
20  Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 24.  



17 
 

 
 

Selain mengatur tentang hak-hak pegawai ASN, Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang kewajiban yang harus 

ditaati oleh pegawai ASN, yakni sebagai berikut: 

Mengenai kewajiban pegawai ASN selanjutnya diatur lebih lanjut di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa PNS wajib: 

1) “Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Pemerintah. 

2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah 

yang berwenang. 

4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 

6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 

ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di 

luar kedinasan. 

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 

 

2. Netralitas 

a. Pengertian 

Pengertian Netralitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas).21 

Netralitas dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang tidak memihak atau 

tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye dalam 

 
21 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi, "Netralitas", artikel dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas, Diakses 

pada 17 Juli 2025. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/netralitas
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rangka pemilu. S.F Marbun menjelaskan netralitas dalam konteks ASN 

memiliki makna “Pegawaiِnegeriِsipilِterbebasِdariِpengaruhِpartaiِpolitikِ

manapun, artinya tidak ada keberpihakan atas kepentingan dan pihak 

tertentu, dan juga tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Namun pada 

konteks ini pegawai negeri sipil tetap memperoleh jaminan terhadap hak 

politiknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dengan kata 

lain pegawai negeri sipil yang masih aktif dalam kepengurusan partai politik 

dan anggota legislatif terlebih dahulu diwajibkan melepas statusnya sebagai 

pengurus guna menjaga kestabilan birokrasi pemerintahan dan sebagai 

upaya terealisasinya kebijakan atau kehendak politik siapapun yang sedang 

berkuasaِdalamِpemerintahan”.22 

Penting untuk dipahami bahwa prinsip netralitas ASN memiliki 

korelasi erat dengan asas impartiality (ketidakberpihakan). Dalam 

ekosistem birokrasi, setiap pegawai ASN dituntut untuk menginternalisasi 

sikap imparsial ini. Hal tersebut dimanifestasikan melalui tindakan yang 

adil, objektif, dan nihil bias. Lebih jauh, imparsialitas mensyaratkan 

independensi aparatur dari segala bentuk intervensi, pengaruh eksternal, 

maupun konflik kepentingan, sehingga tidak memihak pada golongan 

tertentu.23  

 
22 Muh. Sadli Sabir, “NetralitasِAparaturِSipilِNegaraِDalamِPemilihanِUmum”, Volume 

5., No. 1., (2023), h.26–40., https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1681. 
23 Indrawan, Susilo Prabowoadi dan Muhammad Afandi, “NetralitasِAparaturِSipilِNegaraِ

DalamِPerspektifِPemiluِdanِPilkada”ِdalam Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Volume 2., 

No. 2., (2020), H. 127–46., https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245. 
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Netralitas menempati posisi fundamental dalam penyelenggaraan 

kebijakan dan manajemen ASN. Prinsip ini mewajibkan seluruh elemen 

aparatur untuk mensterilkan diri dari segala bentuk pengaruh, keberpihakan, 

maupun kepentingan pihak tertentu. Landasan yuridis hal ini termaktub 

secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang ASN, yang 

menegaskan bahwa dalam eksekusi kebijakan pimpinan, seorang ASN 

dilarang keras terlibat dalam intervensi golongan maupun partai politik.24 

b. Dasar Hukum  

Upaya pengawasan dan penegakan disiplin netralitas ASN 

dilaksanakan berdasarkan norma hukum positif sebagai pedoman 

standarnya. Keberadaan landasan yuridis ini sangat krusial untuk 

memastikan bahwa setiap aparatur negara tetap menjaga konsistensi sikap 

netral dalam menjalankan amanat jabatannya. Adapun regulasi yang 

menjadi dasar hukum netralitas ASN adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara 

a) Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas 

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah 

“Netralitas”. 

b) Pasalِ 9ِmenyatakanِ bahwaِ “PegawaiِASNِ harusِ bebasِ dariِ

pengaruhِdanِintervensiِsemuaِgolonganِdanِpartaiِpolitik”. 

c) Pasalِ12ِmenyatakanِbahwaِ“PegawaiِASNِberperanِsebagaiِ

perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi,ِdanِnepotisme”. 

d) Pasalِ 24ِ ayatِ 1ِ hurufِ dِ menyatakanِ bahwaِ “Pegawaiِ ASNِ

wajibِmenjagaِnetralitas”. 

 
24 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Lembaran Negara Tahun 2023 

Nomor 141; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897, tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 dan 

Pasal 9. 
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e) Pasalِ 52ِ ayatِ 3ِ hurufِ jِ menyatakanِ bahwaِ “Pemberhentianِ

tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan 

apabilaِmenjadiِanggotaِdan/atauِpengurusِpartaiِpolitik”. 

 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi 

Undang-Undang. 

1) Pasalِ70ِayatِ1ِhurufِbِmenyatakanِbahwaِ“Dalamِkampanye,ِ

pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil Negara, 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota 

TentaraِNasionalِIndonesia”. 

2) Pasalِ 71ِ ayatِ 1ِmenyatakanِ bahwaِ “Pejabatِ negara,ِ pejabatِ

daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan 

Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon”. 

 

3. Pemilihan Kepala Daerah 

Secara konseptual, demokrasi dimaknai sebagai sistem 

pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi, baik sebagai subjek maupun objek tujuan pemerintahan. Dalam 

implementasinya, kekuasaan rakyat ini dijalankan melalui mekanisme 

perwakilan, di mana aspirasi dan kehendak publik menjadi mandat mutlak 

yang harus ditaati. Esensi dari sistem ini adalah menegakkan kedaulatan 
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rakyat sebagai legitimasi utama kekuasaan negara yang dieksekusi oleh 

pemerintah.25 

Pemilu dapat didefinisikan sebagai bentuk aktualisasi nyata dari 

sistem demokrasi. Meski demikian, penilaian terhadap mutu demokrasi 

sebuah negara tidak hanya bertumpu pada pelaksanaan Pemilu, tetapi juga 

mensyaratkan adanya variabel lain. Variabel krusial tersebut mencakup 

perlindungan terhadap hak-hak fundamental seperti kebebasan 

berpendapat, pers, dan keyakinan, serta adanya jaminan kesetaraan bagi 

setiap warga negara di mata hukum.26 Sulastomo, melalui bukunya 

Demokrasi atau Democrazy, menekankan urgensi pemilu sebagai sarana 

pembangunan negara yang berbasis pada kehendak publik. Proses ini 

menjamin keberlanjutan serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Selain 

itu, pemilu berfungsi menciptakan atmosfer kenegaraan yang melindungi 

hak-hak sipil setiap warga. Perlindungan hak ini menjadi katalisator 

penting yang mendorong masyarakat untuk menyalurkan kreativitasnya 

dan mengambil peran nyata dalam memajukan bangsa.27 Secara fungsional, 

Pemilihan Umum (Pemilu) berperan sebagai mekanisme seleksi untuk 

menjaring calon pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kompetensi 

serta integritas dalam merepresentasikan kepentingan publik. Selain fungsi 

rekrutmen tersebut, Pemilu memiliki korelasi erat dengan prinsip negara 

hukum (Rechtsstaat). Hal ini dikarenakan Pemilu memberikan legitimasi 

 
25 Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.273. 
26 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di 

Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.50. 
27 Sulastomo, Demokrasi atau Democrazy, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.5. 
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kepada wakil rakyat terpilih untuk membentuk produk legislasi dan 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Lebih 

jauh, Pemilu juga menjadi sarana aktualisasi hak asasi warga negara, 

sekaligus wujud nyata dari asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan 

pemerintahan.28 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merepresentasikan terobosan 

politik vital dalam mengakselerasi demokratisasi di tingkat lokal. Secara 

substansial, Pilkada berfungsi sebagai mekanisme pendalaman dan 

penguatan demokrasi (deepening and strengthening democracy) sekaligus 

ikhtiar menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Pelaksanaan 

pemilihan langsung ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip 

kebebasan individu dan kesetaraan hak politik. Oleh karena itu, Pilkada 

tidak boleh direduksi sekadar sebagai 'pesta demokrasi' semata, melainkan 

harus dipandang sebagai proses demokrasi formal yang menjamin hak 

politik warga negara. Sebagai instrumen strategis, Pilkada menjembatani 

kesinambungan pemilihan presiden langsung sekaligus menjadi fondasi 

bagi terbentuknya pemerintahan daerah yang efektif pasca-pemilihan.29 

Dalam kerangka pemerintahan daerah, Pilkada berfungsi sebagai 

sarana utama implementasi asas demokrasi. Proses ini merefleksikan peran 

sentral rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak 

menentukan kebijakan negara. Lewat kontestasi ini, masyarakat diberikan 

 
28 Adji Suradji Muhammad, Buku Ajar Sistem Politik Indonesia (Tanjungpinang: 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014), h.88. 
29 M. Zubakhrum B. Tjenreng, Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak, (Depok: 

Papas Sinar Sinanti, 2020), h.42. 
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ruang untuk menyeleksi pemimpin dan wakil yang kompeten dalam 

menyalurkan aspirasi. Pilihan tersebut sangat krusial karena berdampak 

langsung pada orientasi masa depan suatu daerah dan negara secara 

keseluruhan. 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung 

berpijak pada asas-asas fundamental yang identik dengan prinsip Pemilihan 

Umum (Pemilu). Asas-asas tersebut meliputi aspek langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun elaborasi makna dari masing-masing 

asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:30  

1) Langsung 

Asas pemilu langsung mengandung dua makna esensial. 

Makna pertama bersifat teknis, yakni pemungutan suara harus 

dilakukan sendiri oleh pemilih dan tidak dapat diwakilkan kepada 

pihak lain. Makna kedua bersifat substantif, di mana pemilu 

langsung dipandang sebagai aktualisasi prinsip kedaulatan rakyat 

sesuai ketentuan konstitusi. Melalui mekanisme ini, rakyat 

menggunakan hak daulatnya secara mutlak untuk memilih 

pemimpin yang dikehendaki. 

2) Umum 

Asas 'Umum' dalam pemilihan umum dapat 

diinterpretasikan melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi 

 
30 Aditya Perdana, et.al., Tata Kelola Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia, 2019), h.39-42. 
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universalitas, yang menjamin hak partisipasi bagi seluruh warga 

negara yang telah memenuhi kualifikasi undang-undang sebagai 

pemilih. Kedua, dimensi keserentakan wilayah, yang bermakna 

bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara simultan di seluruh 

teritorial Indonesia pada waktu dan tempat pemungutan suara (TPS) 

yang telah ditetapkan. Ketiga, dimensi institusional, yang 

mengindikasikan adanya kesatuan sistem penyelenggaraan, basis 

pemilih, serta peserta pemilu yang sama dalam satu mekanisme 

pemilihan. 

3) Bebas 

Asas pemilu bebas mengimplikasikan bahwa proses 

penentuan preferensi politik oleh pemilih harus steril dari segala 

bentuk koersi atau paksaan eksternal. Perlindungan ini sangat 

krusial karena hak untuk bersikap dan memegang keyakinan politik 

adalah hak asasi manusia yang fundamental dan wajib dilindungi 

oleh negara. 

4) Rahasia 

Secara substantif, asas rahasia mewajibkan mekanisme 

pemungutan suara yang tertutup, sehingga pilihan masing-masing 

individu terjamin kerahasiaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa 

tidak dibenarkan adanya pengungkapan pilihan suara kepada orang 

lain. Di sisi lain, prinsip ini juga menegaskan larangan terhadap 
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upaya intervensi atau pemaksaan preferensi politik oleh satu pihak 

kepada pihak lainnya. 

5) Jujur 

Secara substansial, asas jujur dimaknai sebagai upaya 

menjamin integritas total agar terhindar dari praktik curang dalam 

setiap spektrum kegiatan pemilu. Hal ini mencakup transparansi 

dalam seleksi kandidat serta etika dalam berkampanye. Lebih jauh, 

asas ini melarang keras upaya memengaruhi preferensi publik 

melalui imbalan materi atau koersi. Pada tahap krusial 

penghitungan, kejujuran mewajibkan terjaganya kemurnian suara 

pemilih, sehingga tidak terjadi manipulasi data berupa penambahan 

atau pengurangan suara yang tidak sah. 

6) Adil 

Asas adil mensyaratkan adanya kesetaraan perlakuan bagi 

pemilih, peserta, dan penyelenggara, yang secara langsung 

menentukan integritas pemilu itu sendiri. Konsep keadilan ini 

termanifestasi dalam tiga aspek fundamental: (1) Aspek regulasi, di 

mana seluruh instrumen hukum harus menjamin keadilan 

substantif; (2) Aspek administratif, yang menuntut penyelenggara 

memberikan pelayanan tanpa membedakan status (non-

diskriminatif); dan (3) Aspek yudisial, yang mewajibkan lembaga 
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peradilan pemilu untuk menghasilkan putusan hukum yang 

berkeadilan. 

4. Good Governance 

a. Pengertian 

Secara etimologis, istilah Good Governance diadopsi dari bahasa 

Inggris yang diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dalam sejarah administrasi publik, konsep ini mula-mula dipopulerkan oleh 

Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-27. Beliau meletakkan 

dasar pemikiran bahwa sebuah pemerintahan harus dijalankan dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan efisien.31 Istilah 

Good Governance memiliki beragam interpretasi terjemahan, mulai dari 

kepemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik, hingga 

pengelolaan yang baik. Namun, variasi ini justru menunjukkan belum 

adanya kesepakatan mengenai terminologi yang definitif dalam bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, mayoritas ahli, akademisi, dan birokrat lebih 

memilih untuk menggunakan istilah aslinya guna menghindari ambiguitas 

makna.  

Istilah Governance diterjemahkan sebagai kepemerintahan, yang 

kemudian melahirkan konsep Good Governance sebagai standar praktik 

terbaiknya. Terminologi ini digunakan untuk menggantikan government, 

yang merujuk pada tata kelola kenegaraan berbasis otoritas politik, 

 
31 Wijaya, et.al., Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), (Demak, Jawa 

Tengah: Penerbit Pustaka Magister, 2018),  h.2. 
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ekonomi, dan administrasi. Inti dari Governance adalah pergeseran peran 

pemerintah menjadi fasilitator serta penguatan kepemilikan publik. Dengan 

fokus pada peningkatan mutu kinerja, konsep ini relevan diterapkan dalam 

berbagai lingkup, seperti corporate, international, national, dan local 

governance.32 

Arti “Good” dalam kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

mengandung pemahaman33 : 

a) Nilai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan peningkatan 

kapasitas warga negara dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, 

yakni kemandirian, keberlanjutan pembangunan, serta keadilan 

sosial. 

b) Aspek fungsional dari kinerja pemerintah yang dituntut untuk 

bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan 

organisasi. Keberhasilan kepemimpinan dalam hal ini bergantung 

pada dua hal:  

1) Orientasi negara yang ideal diarahkan untuk merealisasikan 

tujuan nasional melalui penguatan prinsip demokrasi. 

Kerangka ini bertumpu pada aspek konstituen yang meliputi 

legitimasi dan akuntabilitas. Legitimasi berkaitan dengan 

mandat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terpilih. 

Sementara itu, akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban 

 
32 Suhardiman, et.al., Birokrasi dan Public Governance, (Samarinda: Tahta Media Group, 

2023),  h.125. 
33 Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, Good Governance: Pengelolaan Keuangan 

Daerah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019),  h.60. 
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subjek hukum (pejabat/badan/pimpinan) untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang 

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 

2) Pemerintahan berfungsi ideal: secara efektif, efisien melakukan 

upaya pencapaian tujuan bernegara. 

b. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997) 

mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam 

praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:34  

1) “Partipasi (Participation). Setiap orang atau warga masyarakat, 

baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama 

dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun 

melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan 

aspirasinya masing-masing.  

2) Aturan Hukum (Rule of Law). Kerangka aturan hukum dan 

perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi 

secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.  

3) Transparansi (Transparency). Transparansi harus dibangun dalam 

kerangka kebebasan aliran informasi. 

4) Daya Tanggap (Responsiveness). Setiap institusi dan prosesnya 

harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

5) Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation). Pemerintahan 

yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau 

kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing masing pihak, 

dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai 

kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.  

6) Berkeadilan (Equity). Pemerintahan yang baik akan memberi 

kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan 

dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara 

kualitas hidupnya. 

7) Efektif dan efisien (Effectivieness and Efficiency). Setiap proses 

kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu 

 
34 Khairudin, et.al., Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di 

Indonesia, (Banyumas, Jawa Tengah: CV Amerta Media, 2021),  h.15-16. 
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yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan 

berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya. 

8) Akuntabilitas (Accountability). Para pengambil keputusan dalam 

organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat 

umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan 

(stakeholders).  

9) Visi Strategis (Strategic Holders). Para pemimpin dan masyarakat 

memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan 

manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 

pembangunan tersebut”. 

 

c. Hubungan Good Governance dan Aparatur Sipil Negara 

Netralitas ASN adalah dasar penting untuk menciptakan birokrasi 

yang profesional, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik, yang 

merupakan prinsip utama good governance. Menurut Krida Sadhana dalam 

bukunya Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik, ASN yang netral 

memungkinkan terciptanya pelayanan yang objektif, bertanggung jawab, 

serta tidak dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu. Ia menyatakan 

bahwa:35 

“Netralitasِ menjadiِ bagianِ dariِ profesionalismeِ birokrasi.ِ

Intervensi politik yang tinggi akan merusak objektivitas pelayanan, 

sehinggaِkepuasanِpublikِpunِmenurun.” 

Netralitas ASN dan good governance adalah dua konsep yang saling 

terkait erat. Tanpa ASN yang netral, prinsip-prinsip good governance 

seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan tidak dapat 

diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN 

 
35 Kridawati Sadhana, Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik, (Malang: CV Citra 

Malang, 2010),  h.290. 
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adalah bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola 

pemerintahan yang demokratis. 

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

a. Pengertian 

Sesuai amanat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas 

melakukan pengawasan di seluruh wilayah NKRI. Lembaga ini diawaki 

oleh lima orang anggota, dengan satu orang ketua yang dipilih melalui rapat 

pleno. Tugas pokok dan wewenang Bawaslu meliputi pengawasan terhadap 

seluruh tahapan pemilihan, mencakup Pemilu Legislatif (DPR, DPD, 

DPRD), Pilpres, serta Pemilihan Kepala Daerah.36 

b. Tugas Bawaslu 

Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut:37 

1) “Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 

2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

a) Pelanggaran Pemilu. 

b) Sengketa proses Pemilu. 

3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

a) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu. 

b) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. 

c) sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. 

d) pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan. 

4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 

terdiri atas: 

a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap. 

 
36 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (17). 
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93. 
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b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD 

kabupaten/kota. 

c) Penetapan Peserta Pemilu. 

d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e) Pelaksanaan dan dana kampanye. 

f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 

g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS. 

h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifrkat hasil penghihrngan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK. 

i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. 

j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, 

Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan. 

k) Penetapan hasil Pemilu. 

5) Mencegah terjadinya praktik politik uang. 

6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia. 

7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

a) Putusan DKPP 

b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 

Pemilu. 

c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

kabupaten/ Kota. 

d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia. 

8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu kepada DKPP. 

9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu. 

10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.  

12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.  

13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 
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c. Wewenang Bawaslu 

Bawaslu berwenang:38 

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;  

2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi 

Pemilu;  

3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;  

4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai 

hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota 

Kepolisian Republik Indonesia; 

6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang 

jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuaidengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, 

dan sengketa proses Pemilu; 

8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

Panwaslu LN; 

10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu 

LN; dan 

11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kewenangan Bawaslu meliputi penanganan laporan dugaan 

pelanggaran pemilu, mulai dari pemeriksaan hingga pemutusan sanksi 

terhadap pelanggaran administrasi dan politik uang. Lembaga ini juga 

berfungsi sebagai penyelesai sengketa proses pemilu melalui jalur mediasi 

 
38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 95. 
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dan ajudikasi. Selain tugas penegakan hukum, Bawaslu berkewajiban 

merekomendasikan tindak lanjut atas pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan 

Polri, serta memiliki hak untuk mengambil alih tugas Bawaslu di tingkat 

bawah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang sedang berhalangan atau terkena 

sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.39 

Sebagai pemegang kewenangan atribusi yang dimandatkan undang-

undang, Bawaslu bertugas menangani dugaan ketidaknetralan ASN. 

Pengawasan ini dilakukan secara hierarkis (Pusat hingga Daerah) terhadap 

ASN, TNI, dan Polri, meliputi aspek hukum pemilu dan kode etik. Penting 

untuk dicatat bahwa wewenang Bawaslu dalam konteks sanksi ASN bersifat 

rekomendatif, bukan eksekutorial. Artinya, Bawaslu hanya meneruskan 

temuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pejabat yang 

berwenang menghukum. Meski begitu, Bawaslu tetap berkewajiban 

mengawasi apakah rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh BKN atau 

tidak.40 

d. Kewajiban Bawaslu 

Bawaslu berkewajiban:41 

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

 
39 Abdul Hakam Sholahuddin et.al., Hukum Pemilu di Indonesia, (Serang, Banten: PT Sada 

Kurnia Pustaka, 2023), h.126. 
40 Muhammadِ Suri,ِ “Otoritasِ Bawasluِ &ِ Komisiِ ASNِ Dalamِ Penindakanِ Netralitasِ

AparaturِSipilِNegara”, dalam Jurnal Panorama Hukum, Volume 8., No. 2., (2023), h.126–39., 

https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031. 
41 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 

182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum, Pasal 96. 
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3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan 

DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan; 

4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan 

data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

No

. 
Judul  Metode  Teori  Hasil  Persamaan  Perbedaan  

1. Aldi Yoga 

Frasetya 

(2024) 

“Peran 

Bawaslu 

Provinsi 

Riau 

Terhadap 

Netralitas 

Aparatur 

Sipil Negara 

Pada 

Pemilihan 

Umum 

Tahun 2024 

di Provinsi 

Riau 

Berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 7 

Tahun 2017 

Perspektif 

Fiqh 

Siyasah”42 

Normatif 

Empiris 
Teori 

Netralita

s 

Menunjukkan 

bahwa Bawaslu 

memainkan 

peran penting 

dalam 

mengawasi 

netralitas PNS 

pada Pemilu 

2024 di Provinsi 

Riau, termasuk 

melalui 

pengawasan 

media sosial dan 

pembentukan 

tim cyber untuk 

mencegah 

pelanggaran. 

Tantangan yang 

Dihadapi 

Bawaslu 

menghadapi 

kendala 

teknologi dan 

rendahnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

melaporkan 

pelanggaran 

netralitas PNS, 

yang perlu 

diatasi dengan 

meningkatkan 

Memiliki 

persamaan 

meneliti 

tentang 

netralitas 

aparatur 

sipil negara 

Penelitian 

berfokus pada 

konteks 

Pemilihan 

Umum 

(Pemilu) 

menggunakan 

Undang-

Undang 

Nomor 7 

Tahun 2017, 

sedangkan 

penelitian 

penulis secara 

spesifik 

mengkaji 

konteks 

Pemilihan 

Kepala 

Daerah 

(Pilkada) 2024 

dengan 

menggunakan 

pisau analisis 

Undang-

Undang 

terbaru, yakni 

Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2023, 

serta 

menekankan 

pada aspek 

 
42 AldiِYogaِFrasetia,ِ“Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil 

Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2024). 



35 
 

 
 

teknologi dan 

kesadaran 
strategi 

keberlanjutan 

netralitas ASN 

2. Intan Sartika 

(2021) 

“Sikap 

Aparatur 

Sipil Negara 

Terhadap 

Hak Politik 

dan 

Netralitas 

(Studi ASN 

Kecamatan 

Way Halim 

dan 

Kecamatan 

Kemiling 

Pada 

Pemilihan 

Kepala 

Daerah Kota 

Bandar 

Lampung 

Tahun 

2020)”43 

Deskripti

f 

Kuantitat

if  

Teori 

Netralita

s 

Menunjukkan 

bahwa hasil 

penelitian dari 

aspek kognitif 

sikap ASN 

mengenai hak 

politik dan 

netralitas cukup 

tinggi, dan dari 

aspek Afektif 

sikap ASN 

mengenai hak 

politik dan 

netralitas 

memiliki nilai 

rendah karena 

banyaknya 

ketidak puasan 

terhadap hak 

politik dan 

netralitas. 

Kemudian dari 

segi aspek 

konatif sikap 

ASN mengenai 

hak politik dan 

netralitas juga 

memiliki nilai 

yang rendah. 

Memiliki 

persamaan 

membahas 

netralitas 

aparatur 

sipil negara. 

Penelitian ini 

menitikberatk

an pada aspek 

psikologis 

(sikap) dan 

hak politik 

dalam Pilkada 

2020, 

sementara 

penulis 

memfokuskan 

kajian pada 

implementasi 

yuridis 

Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2023 di 

tingkat 

provinsi 

(Bawaslu 

Riau) pada 

momentum 

Pilkada 2024, 

serta mengkaji 

upaya 

menjaga 

keberlanjutan 

netralitas 

tersebut 

3. Dimansyah 

Arianto 

(2021) 

“Netralitas 

Aparatur 

Sipil Negara 

(ASN) Pada 

Pilkada 

Berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 5 

Tahun 2014 

Tentang 

Aparatur 

Sipil Negara 

Normatif 

Empiris 
Teori 

Netralita

s 

Netralitas 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

Pada Pilkada 

Dalam 

Perspektif 

Konstitusi 

Berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang 

ASN belum 

terlaksana 

dengan baik. 

Karena masih 

banyak 

Memiliki 

persamaan 

membahas 

tentang 

netralitas 

aparatur 

sipil negara 

Perbedaannya 

terletak pada 

dasar hukum 

yang 

digunakan. 

Penelitian 

Dimansyah 

masih 

merujuk pada 

regulasi lama 

(Undang-

Undang 

Nomor 5 

Tahun 2014), 

sedangkan 

penulis 

 
43 IntanِSartika,ِ“Sikap Aparatur Sipil Negara Terhadap Hak Politik dan Netralitas (Studi 

ASN Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota 

Bandar Lampung Tahun 2020”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2021). 
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(ASN) (Studi 

di Bawaslu 

Kabupaten 

Bima)”44 

ditemukan ASN 

yang tidak 

netral. Hal 

tersebut 

disebabkan 

karena adanya 

calon petahana 

atau incumbent. 

Dimana sampai 

memasuki 

tahapan 

kampanye 

jumlah ASN 

yang diduga 

tidak netral 

sebanyak 15 

(Lima belas) 

orang ASN. 

menggunakan 

regulasi 

terbaru 

(Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2023) 

di wilayah 

Bawaslu 

Provinsi Riau, 

dengan 

penekanan 

tambahan 

pada aspek 

keberlanjutan 

pengawasan. 

4. Muhammad 

Hilmi (2019) 

“Implementa

si Netralitas 

Aparatur 

Sipil Negara 

Dalam 

Pemilihan 

Umum 

Presiden dan 

Wakil 

Presiden 

Berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 7 

Tahun 2017 

tentang 

Pemilu”45 

Normatif Teori 

Netralita

s 

Netralitas 

Aparatur Sipil 

Negara (ASN) 

dalam Pemilu 

Presiden dan 

Wakil Presiden 

berdasarkan 

Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang 

Pemilihan 

Umum, 

dijelaskan dalam 

asas mengenai 

pemilihan umum 

antara lain 

adalah bebas dan 

rahasia, bahwa 

setiap warga 

negara yang 

telah memenuhi 

syarat dapat 

menentukan hak 

pilihnya secara 

bebas dan 

rahasia tanpa 

tekanan dari 

pihak manapun. 

Wujud dari asas 

Memiliki 

persamaan 

membahas 

tentang 

netralitas 

aparatur 

sipil negara 

Perbedaannya 

terletak pada 

rezim pemilu 

dan regulasi 

yang 

digunakan. 

Penelitian ini 

membahas 

netralitas 

dalam Pilpres 

dengan 

menggunakan 

UU No 7 

Tahun 2017 

tentang 

Pemilu, 

sedangkan 

penulis 

membahas 

Pilkada tahun 

2024 dengan 

landasan UU 

Nomor 20 

Tahun 2023 

tentang 

Aparatur Sipil 

Negara serta 

menambahkan 

variable 

 
44 Dimansyahِ Arianto,ِ “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi 

di Bawaslu Kabupaten Bima)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021). 
45 MuhammadِHilmi,ِ“Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu”, 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 
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bebas dan 

rahasia tersebut 

diimplementasik

an melalui 

netralitas 

pegawai ASN 

dalam 

menentukan hak 

pilihnya. 

Pegawai ASN 

tidak dibenarkan 

mendukung 

salah satu calon 

secara terbuka 

dan terang-

terangan, karena 

sudah dapat 

dianggap 

melakukan 

pelanggaran 

terhadap 

undang-undang 

pemilu dan 

undang-undang 

tentang ASN 

analisis 

mengenai 

upaya 

Bawaslu 

dalam 

meningkatkan 

keberlanjutan 

netralitas 

ASN.  

5. Amin Rais 

(2022) 

“Implementa

si Netralitas 

Aparatur 

Sipil Negara 

Dalam 

Politik 

Praktis Pada 

Pemilihan 

Kepala 

Daerah di 

Labuhan 

Batu 

Selatan”46 

Yuridis 

Normatif 

Teori 

Netralita

s 

Pada prinsipnya 

konsep netralitas 

ASN dalam 

pemilu guna 

mendukung 

penyelenggaraan 

tata kelola 

pemerintah yang 

baik tidak dapat 

dinilai sebagai 

bentuk 

penyimpangan 

terhadap hak 

politik seorang 

ASN, oleh 

karena itu 

urgensi ASN 

harus 

menerapkan 

netralitas dalam 

mewujudkan 

prinsip good 

governance, dan 

Bawaslu dalam 

tugas dan 

wewenangnya 

Memiliki 

persamaan 

membahas 

implementa

si netralitas 

aparatur 

sipil negara 

dalam 

Pilkada 

Penelitian ini 

menekankan 

pada dimensi 

Good 

Governance di 

tingkat 

kabupaten, 

sedangkan 

penelitian 

penulis lebih 

spesifik 

membedah 

implementasi 

Undang-

Undang 

Nomor 20 

Tahun 2023 di 

Bawaslu 

Provinsi Riau, 

serta secara 

khusus 

mengkaji 

strategi 

Bawaslu 

dalam 

menjamin 

 
46 AminِRais,ِ“Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada 

Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, 2022). 
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sebagai 

pengawas 

pemilu dan 

pilkada bekerja 

sama dengan 

panwas di daerah 

dan kecamatan 

kabupaten dan 

kota perlu 

melakukan 

sosialisasi. 

keberlanjutan 

netralitas ASN 

di masa depan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris (field 

research) yang berbasis pada data primer (hasil penelitian dilapangan). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian 

hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat 

serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan 

tersebut dalam prakteknya. Untuk mendukung validitas data, penulis juga 

melakukan telaah normatif terhadap substansi undang-undang terkait. Fokus 

penelitian diarahkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang ASN selama tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Riau. 

B. Pendekatan Penelitian 

Merujuk pada pandangan Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 

penelitian hukum empiris lazimnya dilakukan melalui pendekatan sosiologi 

hukum, antropologi hukum, serta psikologi hukum. Kendati demikian, dalam 

praktiknya, penelitian empiris kerap mengintegrasikan pendekatan yuridis 

normatif sebagai pendukung analisis. Pendekatan normatif yang relevan 

digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (statutory approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang disesuaikan dengan 

fokus permasalahan yang sedang dikaji.47 

 
47 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2024),  h.137-138. 
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Maka dari itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan undang-undang. Dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis, penulis meneliti implementasi netralitas 

ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau. Dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang (statute approach), penulis menelaah dan meneliti 

undang-undang dan regulasi lain yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara. 

C. Lokasi Penelitian 

Hal utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah potensi 

ketersediaan data yang relevan. Selain itu, penetapan lokasi harus didukung 

oleh alasan ilmiah yang kuat serta pertimbangan teknis operasional, seperti 

faktor biaya, waktu, jarak tempuh, hingga kemudahan akses perizinan dan 

penerimaan oleh subjek penelitian.48 Adapun lokasi yang dijadikan tempat 

penelitian ini yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, karena 

permasalahan netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau 

masih didapati beberapa kasus terhadap netralitas ASN dan ditindaklanjuti 

oleh lembaga Bawaslu Provinsi Riau. 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 

dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 

sesuatu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, yaitu: 

 
48 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020),  

h.92. 
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a. Data primer merupakan data otentik yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama di lokasi penelitian (field research). Teknik 

pengumpulannya dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengamati 

fenomena sosiologis yang terjadi, serta wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan informan atau narasumber yang kompeten terkait masalah 

yang diteliti. 

b. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan. Data ini mencakup berbagai literatur seperti buku teks, 

dokumen ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki 

relevansi erat dengan fokus permasalahan penelitian. 

c. Data tersier atau kerap disebut bahan hukum tersier adalah bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Peran data ini sangat krusial dalam menjembatani pemahaman teks 

hukum dengan interpretasi ahli. Contoh referensi yang digunakan meliputi 

Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan glosarium yang menguraikan definisi 

konsep secara mendalam.49 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menempati posisi strategis dalam arsitektur 

penelitian, mengingat validitas fakta yang diperoleh akan menentukan kualitas 

 
49 Tiyas Vika Widyastuti, et.al., Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: 

Teori dan Praktek, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024),  h.41. 
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akhir dari sebuah karya ilmiah. Berangkat dari urgensi tersebut, penulis 

menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis sebagai berikut: 

1. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau 

sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, 

baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan 

secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut 

adalah observasi dan wawancara.50 Penulis menggunakan teknik 

wawancara (interview) sebagai instrumen utama guna menggali data secara 

mendalam melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang 

kompeten. Informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah 

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat 

Bawaslu Provinsi Riau serta Staf Analisis Produk Hukum Bawaslu Provinsi 

Riau. Metode wawancara ini dijalankan dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah disusun (interview guide) maupun melalui diskusi 

terbuka untuk memperoleh data yang komprehensif. 

2. Teknik Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui teknik 

dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Langkah ini meliputi 

inventarisasi literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan referensi hukum 

lainnya (kamus/ensiklopedia). Fokus utamanya adalah melakukan analisis 

terhadap bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier terutama 

 
50 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan, Jawa Timur: CV. 

Penerbit Qiara Media, 2021),  h.118. 
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regulasi yang mengatur netralitas ASN. Adapun peraturan perundang-

undangan yang menjadi objek telaah antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam riset ini bersifat kualitatif. Penulis 

mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data lapangan secara jelas untuk 

mendapatkan potret masalah yang utuh. Prosesnya diawali dengan menganalisis 

hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, peneliti 

menilai relevansi hipotesis dan memberikan argumentasi yuridis untuk 

menentukan apakah fakta hukum yang ditemukan telah sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku atau tidak  

Metode induktif digunakan sebagai teknik penarikan kesimpulan, di 

mana konstruksi pemikiran dibangun dari fakta khusus di lapangan menuju 

kesimpulan umum. Metode ini sesuai dengan pendekatan kualitatif deskriptif 

yang memprioritaskan analisis fenomena secara mendalam. Sumber data utama 

diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis peraturan 

perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2023) mengenai netralitas ASN pada 
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Pilkada 2024. Data yang terkumpul selanjutnya direduksi, diklasifikasikan, dan 

diinterpretasikan untuk menghasilkan simpulan yang komprehensif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai berikut: 

1. Implementasi netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024 di Provinsi Riau 

masih belum berjalan secara optimal. Meskipun telah ada regulasi yang 

mengatur tentang kewajiban ASN untuk bersifat netral, namun pada 

kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran baik secara langsung 

maupun secara terselubung. Pelanggaran tersebut antara lain keterlibatan 

ASN dalam kegiatan kampanye, tindakan ASN yang menunjukkan 

keberpihakan kepada calon kepala daerah, aktivitas dukungan politik 

melalui media sosial, penyalahgunaan wewenang, serta mobilisasi sumber 

daya birokrasi. Pelanggaran netralitas ASN ini dipengaruhi oleh faktor 

struktural, yaitu adanya kepentingan jabatan (patronase) dan adanya 

konflik kepentingan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang 

menghambat penegakan prinsip meritokrasi dan menurunkan efektivitas 

pengawasan netralitas. 

2. Upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan keberlanjutan 

netralitas ASN dilaksanakan melalui tiga pilar strategi yang komprehensif. 

Pertama, strategi preventif dengan melaksanakan sosialisasi substantif, 

pendidikan politik, dan peningkatan kapasitas internal pengawas untuk 

membangun kesadaran ASN terhadap netralitas. Kedua, strategi represif 

melalui penguatan koordinasi lintas lembaga melalui SKB 5 Lembaga guna 
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memastikan penanganan pelanggaran berjalan sesuai prosedur. Ketiga, 

strategi advokasi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah, yakni 

mendorong penerapan sistem meritokrasi sebagai solusi fundamental untuk 

mengakhiri patronase politik. Penerapan meritokrasi diyakini menjadi 

langkah strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, 

berintegritas, dan bebas intervensi politik. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan dua saran sebagai 

berikut: 

1. Direkomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) untuk segera merevisi kerangka regulasi terkait penegakan sanksi 

netralitas ASN. Kebuntuan akibat konflik kepentingan PPK harus diatasi 

dengan merumuskan mekanisme "pemaksa" (coercive mechanism). Dengan 

mempertimbangkan pengalihan kewenangan eksekusi sanksi dari PPK 

kepada lembaga independen (seperti KASN atau BKN) apabila 

rekomendasi Bawaslu terbukti diabaikan oleh PPK dalam jangka waktu 

tertentu. 

2. Direkomendasikan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk memperkuat 

pengawasan internal dengan mendorong pembentukan dan aktivasi Tim 

Pengawas Internal di setiap instansi pemerintahan daerah, sebagaimana 

diamanatkan dalam SKB 5 Lembaga. Pendekatan ini akan memperluas 

jangkauan pengawasan, meningkatkan partisipasi birokrasi dalam menjaga 
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netralitas, dan membangun kesadaran netralitas dari dalam sistem birokrasi 

itu sendiri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  

NOMOR 20 TAHUN 2023 

 

Oleh: Akbar Zikri Sahitulloh 

Kepada: Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM. Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan 

Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau 

1. BagaimanaِBawasluِProvinsiِRiauِmemahamiِmaknaِ“netralitasِASN”ِdalamِ

konteks Pilkada 2024? 

2. Apakah ada pedoman atau surat edaran resmi yang diberikan kepada ASN 

terkait penerapan Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023? 

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas 

ASN selama tahapan Pilkada 2024? 

4. Apa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi & menegakkan 

netralitas ASN di Provinsi Riau? 

5. Berdasarkan data yang ada, berapa banyak kasus pelanggaran netralitas ASN 

yang terjadi selama Pilkada 2024 di Riau? 

6. Apa jenis pelanggaran netralitas ASN yang paling sering terjadi (misalnya 

dukungan di media sosial, keterlibatan dalam kampanye, atau penggunaan 

fasilitas negara)? 

7. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu ketika menemukan 

pelanggaran netralitas ASN? 

8. Bagaimana mekanisme pelaporan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan 

tersebut ke BKN?  

9. Bagaimana pandangan Bawaslu terhadap sikap ASN di Riau selama Pilkada 

2024, apakah sudah mencerminkan netralitas yang baik? 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI BADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  

NOMOR 20 TAHUN 2023 

 

Oleh: Akbar Zikri Sahitulloh 

Kepada: La Ode Muhammad Aulia, S.H. Staff Analis Hukum Bawaslu Provinsi 

Riau 

1. Apa bentuk penguatan tindakan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk 

menjaga netralitas ASN sebelum tahapan Pilkada diselenggarakan? 

Sosialisasi pentingnya menghadirkan pilkada yang berkualitas salah satu 

kuncinya menghadirkan birokrasi yang berkualitas 

2. Apakah Bawaslu melakukan sosialisasi atau pembinaan khusus kepada ASN 

terkait netralitas? 

3. Apa bentuk program penguatan pengawasan dari Bawaslu agar netralitas ASN 

dapat ditegakkan lebih optimal pada Pilkada berikutnya? 

4. Apakah diperlukan kebijakan tambahan (seperti bekerja sama dengan 

stakeholder) untuk memperkuat netralitas ASN? 

5. Bagaimana cara membangun budaya netralitas ASN yang berkelanjutan? 

 

 


